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PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikas, analisis,
penilaian,pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan
menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan
pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang
kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini  berupa
ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko
adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan
pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan
strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/
pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai
salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan
dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan
dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif
dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko
dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg
meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya
dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh
sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang
menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan

karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah

Daerah ;



3.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi

risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko

tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen

risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon Il serta Unit Pemilik

Risiko Tingkat Eselon lll dan IV bertujuan untuk :

a.

Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi
pemerintah ;

Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi
dan peningkatan kinerja ;

Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan
perencanaan;

Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;

Meningkatkan ketahanan organisasi ;

Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya
organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku

kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber

daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;



« |dentifikasi risiko ;

o Analisis risiko ;

o Evaluasirisiko ;

« Pengendalian risiko ;

e Pemantauan dan telaah ulang ;

o« Koordinasi dan komunikasi.

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah
Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode Triwulan IV sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario berikut ini)

Nama Pemda

Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten Lamongan

2025

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Skals
No Entitas Risiko Prioritas Kode Risiko - ’k’ Pemilik Risiko Penyebab Dampak
isiko
Risiko Strategis OPD
1 Dinas Pemberdayaan  Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah R00.25.1321.01 13 DPMD - Bidang Pemerintahan ~ Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas Wilayah Desa Tidak Tertata
Masyarakatdan Desa  Desa Desa
2 Dinas Manajerial RO025.132102 10 DPMD - Bidang Pemberdayaan  Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan
Masyarakat dan Desa  dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal ditempat
Memadai mengelola BUMDesa
3 Dinas Pemberdayaan  Keterbatasan Tenaga Ahli Operator RO025132103 12 DPMD - Bidang Pemerintahan ~ SDM yang ada kurang dalam Pelaporan berbasis aplikasi
Masyarakatdan Desa  Aplikasi di Desa Desa komputer atau aplikasi
4 DinasPemberdayaan  Aset desa yang belum terinventarisir RO025.132104 12 DPMD - Bidang Pengelolaan  Data mengenai aset desa tidak ada Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa
Masyarakat dan Desa Keungan, Aset & Sumber Daya menjadi tidak transparan
Desa
5 DinasPemberdayaan  APBDesa tidak tepat waktu R00.25.132105 11 DPMD - Bidang Pengelolaan  Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran
Masyarakat dan Desa Keungan, Aset & Sumber Daya danatanitr
Desa
2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan
3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa
dicairkan
6 Dinas peserta atau RO025.1321.06 11  DPMD - Bidang Partisipasidan Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Masyarakat dan Desa  perwakilan sosialisasi dari lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa  sosialisasi tidak seratus persen menjadi terhambat
7 Dinas taananggota TP ROO25.1321.07 10  DPMD - Bidang Partisipasidan Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan  Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan
Masyarakatdan Desa  PKK desa dan kurang beragamnya Lembaga Kemasyarakatan Desa  PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya hanya beberapa orang yang aktif terlibat
program TP PKK desa sebatas pertemuan dan arisan dalam kegiatan
Risiko Operasional OPD
1 DinasPemberdayaan  Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah R00.25.132101 11 DPMD Batas Wilayah Desa Tidak Diketahui dengan jelas Wilayah Desa Tidak Tertata
Masyarakatdan Desa  Desa
2 Dinas Manajerial R0025.1321.02 11 DPMD Tak mudah bagi desa mendapatkan seseorang yang BUMDesa tidak bisa berkembang dan jalan
Masyarakat dan Desa  dalam Mengelola BUMDesa yang Kurang memiliki kemampuan manjerial unggul dalam hal ditempat
Memadai mengelola BUMDesa
3 Dinas Pemberdayaan  Keterbatasan Tenaga Ahli Operator R0025.1321.03 10 DPMD SDM yang ada kurang dalam Pelaporan berbasis aplikasi
Masyarakat dan Desa  Aplikasi di Desa komputer atau aplikasi
4 DinasPemberdayaan  Aset desa yang belum terinventarisir R00251321.04 11 DPMD Data mengenai aset desa tidak ada Pemanfaatan dan pengelolaan aset desa
Masyarakat dan Desa menjadi tidak transparan
5 DinasPemberdayaan  APBDesa tidak tepat waktu R0025.132105 9 DPMD Tidak terjadi kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa 1. Desa tidak bisa mengajukan penyaluran
Masyarakat dan Desa PR
2. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan
3. Siltap Kades dan Perangkat tidak bisa
dicairkan
6 Dinas y peserta atau R00.25.1321.06 8 DPMD Jumlah perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan Kemajuan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Masyarakat dan Desa  perwakilan sosialisasi dari lembaga sosialisasi tidak seratus persen menjadi terhambat
7 Dinas anggotaTP  RO025.132107 8 DPMD Jumlah anggota PKK desa yang hadir dalam kegiatan  Kemajuan PKK desa kurang berkembang dan

Masyarakat dan Desa

PKK desa dan kurang beragamnya
program TP PKK desa

PKK desa tidak 100% dan kegiatan PKK desa hanya
sebatas pertemuan dan arisan

hanya beberapa orang yang aktif terlibat
dalam kegiatan



B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode Tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah
pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sekretaris desa dan kepala
desa dan yang belum dilaksanakan adalah bimtek atau pelatihan
bagi Operator Desa atau Tenaga IT Desa.

(lampiran, form 10 dari simario)

Penilaian Kegiatan (RTP CEE)

Simpulan
Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Penilaian Kegiatan (RTP CEE) / Review
Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
A . . . " . N Penanggung Target Waktu
No Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian ) .
jawab Pnyelesaian
1
2
3
4
5
6
7 Untuk meningkatkan lagi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun Sesuai dengan Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai terkait
2024, mereviu kembali pohon kinerja atas sasaran strategis meningkatnya Akuntabiltas Kinerja di Tahun 2024, maka Rencana Tindak Perbaikan dalam Dinas PMD Januari
nuari -
manajemen internal Dinas PMD dengan indikator nilai SAKIP, indikator tsb Lingkungan Pengendalian (Dinas PMD Kabupaten Lamongan) akan mereviu kembali Kabupaten D b
esember
berisian, meningkatkan kinerja pada tahun 2025 untuk merealisasikan sesuai pohon kinerj atas sasaran strategis, serta meningkatkan kinerja pada tahun 2025 Lamongan
dengan target yang direncanakan realisasi sesuai dengan target yang direncanakan
8

. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan

terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD



Nama Pemda
Tahun Penilaian 2025
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintahan

Dinas Terkait

No Risiko Prioritas Kode Risiko
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa:
1 Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa R00.25.13.21.01

2 dalam M Lol
BUMDesa yang Kurang Memadai

ROO0.25.13.21.02

3 Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa RO0.25.13.21.03
4 Aset desa yang belum terinventarisir R00.25.13.21.04
5 APBDesa tidak tepat waktu RO0.25.13.21.05
6 y peserta atau p kila R0O0.25.13.21.06
dari lembaga
7 Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dan kurang ~ R00.25.13.21.07
beragamnya program TP PKK desa
Risiko O OPD Dinas dan
Desa:

1 Kurang Lengkapnya tanda Batas Wilayah Desa R00.25.13.21.01

2 dalam M Lol

R00.25.13.21.02

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pemberdayaan masyarakat dan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian Pengendalian yang
Sudah Ada *)

Sosialisasi Batas Desa

Pelatihan Admin BUMDesa

Bimtek Kapasitas Operator
Desa

Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa

Monev ABDesa

Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa

Pelatihan Administrasi PKK

Melengkapi Tanda Batas Desa

Memahani Pengelolaan

Celah

 Rencana Tindak Pengendalian
Pengendalian

- Sosialisasi Batas Desa
- Pelatihan Admin BUMDesa
Bimtek Kapasitas Operator
Desa
Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa

= Monev ABDesa

Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa

- Pelatihan Administrasi PKK

- Melengkapi Tanda Batas Desa

Memahani Pengelolaan
BUMDesa

Perekrutan Perangkat Desa/
Operator Desa

Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa

- Monev ABDesa

Peningkatan Pengetahuan
Lembaga Desa

- Pelatihan Administrasi PKK

Pemilik/ Penangungg Jawab

DPMD - Bidang Pemerintahan Desa

DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

DPMD - Bidang Pemerintahan Desa

DPMD - Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Pengelolaan Keuangan, Aset
dan Sumber Daya Desa

DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

DPMD - Bidang Partisipasi dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Target Waktu
Penyelesaian

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko,

pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil

monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran

Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

BUMDesa yang Kurang Memadai BUMDesa
3 Keterbatasan Tenaga Ahli Operator Aplikasi di Desa R00.25.13.21.03  Perekrutan Perangkat Desa/
Operator Desa
4 Aset desa yang belum terinventarisir RO0.25.13.21.04 Pelatihan Kelembagaan
Masyarakat Desa
5 APBDesa tidak tepat waktu RO0.25.13.21.05 Monev ABDesa
6 peserta atau p R00.25.13.21.06  Peningkatan Pengetahuan
dari lembaga Lembaga Desa
7 Menurunnya keikutsertaan anggota TP PKK desa dankurang  RO0.25.1321.07 oo oo
beragamnya program TP PKK desa
IV. MONITORING RISIKO DAN RTP
risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.
Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2025
Tujuan Strategis Pemda
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan masyarakat dan desa

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No  Kegiatan yang Dil Sarana

Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
1 Sosialisasi Batas Desa Sosialisasi
2 Pelatihan Admin BUMDesa Bimtek
3 Bimtek Kapasitas Operator Desa Bimtek
4 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa Pelatihan
5 Monev ABDesa Monev
6 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa Pelatihan
7 Pelatihan Administrasi PKK Pelatihan

Risiko O OPD Dinas dan Desa:

1 Melengkapi Tanda Batas Desa

2 Memahani Pengelolaan BUMDesa

3 Perekrutan Perangkat Desa/ Operator Desa
4 Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa
5 Monev ABDesa

6 Peningkatan Pengetahuan Lembaga Desa
7 Pelatihan Administrasi PKK

Penegasan Batas Desa
Kelola BUMDesa
Pengangkatan Perangkat Desa/ Operator Desa
Pengetahuan Lembaga Desa
Monev APBDesa
Pengetahuan Lembaga Desa

Pengetahuan Administrasi PKK

Penyedia Informasi

DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD
DPMD

Pemerintah Desa
BUMDesa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa
Pemerintah Desa

Pemerintah Desa

Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa

Penerima Informasi

Direktur dan Anggota BUMDes
Operator Desa/ Sekdes

LPM/BPD/Desa

Perangkat Desa, Bendahara Desa,Sekdes, Kades

Lembaga Desa, PKK

Lembaga Desa, PKK

Masyarakat Desa
BUMDesa
Operator/ Perangkat Desa
BPD/ LPM/ Lembaga Desa
Pemerintah Desa
BPD/ LPM/ Lembaga Desa
Lembaga Desa/ PKK

Rencana Waktu Pelaksanaan

Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember

Januari - Desember

Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember
Januari - Desember

Januari - Desember

Realisasi Waktu Pelaksanaan

Keterangan



V. PENUTUP
Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa Kegiatan yang
akan dilaksankan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak
yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring
pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan
pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah
daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan
time management atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga

target keberhasilan kegiatan dapat diraih.

Pemkina Utama Muda
NIP. Y9780514 199711 1 001




LAMPIRAN



Lampiran 5

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Penilaian 12025
Periode yang dinilai :2025
Tujuan Strategis eningkatnya Kemandiran Dosa
Sasaran strategis OPD Tata Kelola Desa dan Masyarakat Desa
- Meni iltas Kinerja dan Pelayanan Publik
Urusan : Masyarakat dan Desa
OPD yang Dinilai inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ristko Sebab’) Dampak-)
" o Celah Rencana Tindak Pemilik/ Target Waktu
No Kegiatan Indikator Keluaran Kod cue Pihak yan; Uraian Pengendalian yang Sudah Ada * " ) «
9 Tahap Uraian & Pemilik Uraian Sumber Uraian yang ' yang )
Risiko Terkena
a b c e f a i k 1 d e a h
Presentase Desa Mandir Tahap Pengisian Aplikasi idak tersis RS0.25.1321.01 ID - Bidang “Masih kurangnya pemahaman para nternal C|Tidak keluamya Niai indeks Desa | D Surat dar Berit acara Verlfkasi dan Validasi | Tidak membaca Sosialsasi Indeks Desa
Pemerintahan Desa pemangku kepentingan terkaitindikator Daerah Indoks Desa tingkat Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 | regulasi yang diterapkan Januart - Juni
pengungt dalam mewujudkan Desa Mandir bulan Juil Tahun 2025, dan berikut link Drive data
is:/drive,googlo.comfile/d/ 1RDAw1YUSHQFDWMLIYjKdstZ,
“Masih kurangnya koordinast anfar OPD fsafGdcbivion7uspsharing
diingkungan Pemkab dan Pemdes dan Fasiltasi Penyusunan
Instansi lainnya dalam melaksanakan Program Juii - September
Fowsbeii Indeks Desa DPMD - Bidang
Pemerintahan Desa
“Masih belum maksimainya Sumber Daya
Aparatur pelaksana Program Desa Mandiri
“Belum maksmainya penyusunan
pelaksanaan
Program Desa Mandir
Persentase Niai SAKIP Perangkal Tahap Polaksanaan Kelengkapan Dokumen RS025132102 | DPMD - Bidang Tak mudah bagi desa mendapatkan nternal G [BUMDesa tidak dan | D Petatihan Masyarakat Desa E Pelatinan Kelembagaan | DPMD - Bidang Januar - Desember
Dacrah Pemberdayaan Usaha Seseorang yang memiliki kemampuan alan ditempat Daerah Masyarakat Doca Pengelolaan Keuangan,
Ekonomi Masyarakat Desa | manajerial unggul dalam hal mengelola
B Aset dan Sumber Daya
Desa
Persentase KM Perangkat Dasrah Tahap Pelaksanaan RS0251321.05 | DPMD - Bidang 'SDMi yang ada kurang menguasa dalam nternal C[Keterlambatan Pelaporan barbasis | DesaPemeriniah [Money ABDesa . Monev ABDesa DPMD - Bidang Januari - Desember
Desa atau aplikasi aplikasi Daerah Pengelolaan Keusngan
Aset dan Sumber Daya
Desa
Niai Manajemen Risiko Tahap Polaksanaan Tidak Menyusun MR R00.25.13.21.04 | DPMD - Bidang Pengelolaan | Data mengenai asel desa idak ada nternal C | Pemanfaatan dan pengelolaan asel | DesaPemenintah | Pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa E Plathan Kelembagaan | DPMD - Bidang Januar - Desember
Keungan, oot Sumber dosa menjad tidak transparan Daerah Masyarakat Doca Partisipasidan Lembaga
v Kemasyarakatan Desa
Prosentase Jumiah Dokumen
1 ino poran Kinerja
Evaluasi Kinerja Poranghat Daorah | "2rereanaat 40
- Pelaksanaan Rapat
Koordinasi diingkup OPD
- Berkoordinasi dengan
Sub Kegiatan Terlambatnya dalam penyusunan Dokumen ;Zs;‘:ﬁ:&:’fﬂkau Bappelitbangda terkait Tribulan 1
s o mon P Jumiah Dokumen Perencanaan Tabap Perencanaan | enombatnya dalam penyusunan Dokume R00.25.13.21.005 |51 Bagian Perencanaan  |Kurangrya Pemahaman dan terbatasnya | nternal dan o |Penyustnan Dokumen Perencanaan | oy ielaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan o evmen | <endal penyusunan pada | Sub Bagian Perencanaan | TR
‘enyusunan Dokumen Perencanaan | peangkat Daerah P 9 dan Evaluasi Jaringan/ Server SIPD-RI Eksternal menjadi kurang maksimal '98M | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah penyus aplikasi SIPD-RI dan Evaluasi -
Perangkat Dacrah Kerja Anggaran (RKA) Perencanaan Perangkat Maret)
Daerah
- Berkoordinasi dengan
Pihak anggaran BPKAD
terkait penyusunan
perencanaan anggaran RKA
Sub Kegiatan: Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan - Melaksanakan Rapat
: Kntisar Realisasi Kinerja SKPD dan Keterlambatan dalam Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kineria Koordinasi antar Bidang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan || 1o pacil Koordinasi Penyusunan Tahap Pelaksanaan | Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja | R00.25.13.21.006 | Sub Bagian Perencanaan | Terkendala keaktifan Bidang terkait ketika Internal ¢ |dan Kntisar Realisasi Kineria SKPD | Dinas PMD Lamongan | Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang Melakukan Evaluasi Sub Bagian Perencanaan | oy .o & Oktober
Capaian Kinerja dan Khiisar Realisasi dan Evaluasi dimintai data RENJA OPD dan Evaluasi
Cooalan Kner Laporan Capaian Kinerja dan khisar SKPD menjadi kurang maksimal - PenandaianganPeanan
ineria Realisasi Kinerja SKPD Kinerja PP
- Melaksanakan Rapat
Koordinasi antar Bidang,
Bagian Tata Pemerintahan,
Membuat Dokumen | Bagian Organisasi dan
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi Bappelitbangda terkait
Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi antar Bidang, Bagian
Sub Kegiata Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Tidak terselenggaranya kegiatan Evaluasi Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah menjadi terhambat Kinerja dan Khtisar | Laporan Evaluasi Kinerja | Sub Bagian Perencanaan | Okiober, November,
Evalusst Kinerja Perangkat Daerah | perangkat Daoreh Tahap Pelaksanaan | iz Perangkat Daerah ROO251321007 | o1 e aluasi Terkendala data dari Bidang terkait Internal € | an tidak maksimal (LPPD, LK]IP, LKpJ, | Di"as PMD Lamongan | Tata Pemerintahan Setda, Bagian Organisasi dan Capaian Kinerja SKPD dan Evaluasi Desember
Bappelitbangda
KM) melalui LPPPD, LKP, |- Membuat Dokumen
LKP dan SKM Laporan Evaluasi Kinerja
dan Ikhisar Capaian Kinerja
SKPD melalui LPPD, LK]P,
LKPJ dan SKM
Prosentase Jumlah Dokumen
2 istrasi Keuangan Perencanaan dan Laporan Keuangan
yang Tepat Waktu
Penganggaran dan Validasi
Sub Kegiatan : JumiahOrang yan Menerima G dan Tecambaya dalam penerinaan Gaj Internal / ASN dilingkungan Validasi Anggaran | Gaii dan Tunjangan sesuai
B dan Turjangan ASN|Tamtonoom A Tahap Pelaksansan | Temban RO0.25.13.21.008 | Sub Bagian Keuangan Anggaran Tidak Mencukupi pemall e Tidak tercapaina Kesejanersan ASN | o AN SLingkngen Gajidan ebuan [ O oo esua | Sub Bagian Keuangan 1 Bulan
wakiu
Pelaporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
subKoginon uiah Lporn ouangan Slra Rercan Plporn Lapaan Keuangan Somnn S5 g
Koordinast dan Peryusunan Laporan o ’ Bulanan/ Triwulanary Semesteran SKPD tidak . ; Internal / Tk sl dongan ol y Pelaporan bulanan | Laporan Koordinasi . Januri - Desember
e S rar b Laporan KoordinasiPenysunan Lapora | Tahap Poksarean | Coct o SRS o1 R00.25.13.21.008 | Sub Bagian Keuangan SDM Pelayanan yang Belum Optimal meral! o o DPMD Lamongan | Pelaporan bulanan [iapiai i Cariion Sub Bagian Kouangan (2204
Semesteran SKPD e e o SibD (terlambat) Keuangan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
Pelaporan Keuangan Akhir
Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan
Sub Kegiatan Rencana Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Pelaporan semesteran
Koordinestdan Penyusunan Laporan | SKPD San Laporan Hasil Koordinasi Tahap Pelaksanaan | Tahun SKPD tidak sesuai dengan jadwal RO00.25.13:21.010 | Sub Bagian Keuangan 'SDM Pelayanan yang Belum Optimal fnternal | | Tidak sesuai dengan jadwal DPMD Lamongan | Pelaporan Semesteran dan Tahunan dan tahunan dilakukan | Has! Koordinasi Sub Bagian Keuangan | uni dan Desember
Yoordinas! den Pemusnen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir o o () Eksternal penganggaran dan auner Penyusunan Laporan 2025
uangan Akhir Tahun Tahun SKPD penganggaran P Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Administrasi Kepegawaian Prosentase disiplin aparatur
Koordinasi pihak ke tiga
Sub Kegiatan : Koordinasi pihak ke tiga
ngadaan Pakaian Dinas beserta | 102N Paket Pakaian Dinas beseria Tahap Pelaksanaan | Risiko spesifiasi dan kuaitas ROO25.1321.011 | SubBagian Umumdan ¢ i) rangnya anggaran Internal ¢ |Pengadaan seragam dinas sering kal Dinas PMD | Pengadaan pakaian dinas sesuai anggaran akaian | SUP Bagian Umum dan Apr-25
Atrbut Kelengkapan Kepegawaian menelan biaya yang signifikan pakaian dinas sesuai Kepegavwaian
Aibut Kelengkapannya Lot dinas sesuai anggaran




untuk memastikan pegawai memiliki

mengacu pada potensi
fisiko atau kelemahan

mengacu pada potensi risikol

Sub Kegiat Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan ; ; y . pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang Adanya komitmen ! .
Poncidian dan Plaihan Pogawai | Fungsiyang Mangiut Pondiian dan Tahap Pelaksanaan | Rono neré. Risko Operasional. dan Risko | rog g5 1321012 (00 201 UMUm 2N rejovan gan dibututian untuk menjaankan | nternal Kurangnya Iisiatif dan Kreaivitas Dinas PMD | merkrut, dan Karyawan i g dapat | Ssiem manajemenyang | b Bagian Umum dan Apr-25
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelatihan o P Peg tanggung jawab spesifk jabatan mereka yang kompeten sesuai tugas dan fungsi masing-masing. menghambat e:ca e iatity |
secara efekif dan profesional. pencapaian tjuan dikiat| Per o !
itu sondiri
Prosentase unit kerja internal yang
terlayani dengan bai
Kurangnya identifiasi | Kurangnya identifkasi
mencakup beberapa tahapan utama, muli dari perencanaan
Sub Kegiatan Jumiah Paket Komponen instalasi Kebakaran akibat korsleting, sengatan listrk mendukung operasional, meningkatkan kinerja Komponen lisrik berkualtas rendah g ertanoqnaaban dan s v sacr beban fstrk il kantor | beban lstrik il kantor
S Sub Bagian Umumdan | pegawai, dan menjaga kelancaran tugas pengadaan  |Sub Bagian Umum dan
nyeaaan Komponen nsialasi ListrikdPenerangan Bangunan Kantor Tahap Pelaksanaan | kabel terbuka dan kerusakan peralatandan | RO0.25.13.21.013 Internal cenderung cepat rusak dan memiliki O Dt prasieyng bray, epet Maret dan mei 2025
Kepegawaian administrasi dengan menyediakan infrastruldur, pengadaan komponen MCB
ListiklPenerangan Bangunan Kantor | yang Disediakan material tingkat kebocoran arus yang tinggi Goxamon Keranaks Acuan Kejs (KAK) dan Sandar
penerangan yang memadai, (seperti MCBatau | atau kabel) yang tidak
Gpernsions Pregedn (SO
kabel) yang tidak sesuai | sesuai
menurjang kelancaran administrasi dan
. sistom manual, sistom manual, kurangnya
Risiko Operasional keterlambatan Kinerja pegawai, memastikan ketersediaan Bahan logistik yang berlebinan atau idont !
subKogisan: ot e o9 K08 [ O ONO0,T8H0 | 5 1oy (S0 SB0mUmmnebiC Cro SH s .| B | o [SSSMIMSTATIITIIO e L, sasee i | g
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Disediat ® pasokan dan vendor. Risiko finansial dan 13214 ingga konsumsi rapat agar biaya pengadazn dan penyimpanan [sitat P ik | Kepegawaian
enternal pekerjaan kantor berjalan efektf, efisien, dan meningkat. » yeng nyzta. Pt o
polayanan publik optimal 9 "
Kurangnya definisi yang
jelas mengenai kualias, | Kurangnya defiisi yang
mengelola dokumen fisik membuukan format, dan jumiah | jelas mengenai kualias,
Sub Kegiatan : Risiko Operasional proses produsi Kebutuhan adminisrasi ruin kantor sangat waktu dan tenaga, yang dapat barang cetakanyang | format, dan jumlah barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Tahap Pelaksanaan | keterlambatan risiko kualitas hasil idak sesuai | R00.25.1321.015 | Sub Bagian Umum dan bergantung pada ketersediaan barang cetakan|  Internal mengurangi produkivitas dibandingkan Dinas PMD Unit kerja mengajukan kebutuhan barang cetakan dan diperlukan dapat cetakan yang diperiukan | SUP Bagian Umum dan | yyoret gan apil 2026
Penggandaan yang Disediakan Kepegawaian terencana untuk salu tah Kepegawaian
Penggandaan dan biaya tinggi dan layanan penggandaan dengan sistem manajemen dokumen dapat
digital yang efsien atau hasil atau hasil yang
yang tidak sesuai {idak sesua kebutuhan
kebutuhan
untuk memenuhi kebutuhan informasi. kup prosedur dan kebijakan yang dirancang uniuk
Sub Kegiatan Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan Risiko yang tmbul dari kelemahan hukum. . * Pembentukan peraturan tidak bk, p prose ! " . ; .
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tahap Pelaksanaan | Kegagalan prosedur, proses, sistem atau RO0.25.1321016 | gu Bogian Umum dan | meningkatkan wawasan, dan menuriang Internal kuaniitasnya berlebihan, atau isinya Dinas PMD. nenasitan cfsens,sfldias, dan kaizatan erhadap Jengadaan yarg Pengadsanyang Krang | Sub Begin Uum dan | Januer i3 oo
Peraturan Perundang undangan Disediakan Kesalahanmanusia dalam menyusun gi aparatur sipi tidak sinkron persturen yong urang Terstruktur | Terstruktur epegaalan
negara maupun masyarakat umum Borikut adalah
fisiko pelaksanaan (biaya, wakiu, pesera tidak
Sub Kegiatan hadirfokus) risiko substansi (kurang efekif, menyamakan persepsi, mempertancar mencalup tahapan prsiapan (KAK.jadal, ), polsanaan
: Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat tidak ada tindak lanjt, miskomurikasi), hingga Sub Bagian Umumdan | pelaksanaan tugas dan fungs, memecafkan Pemborosan Anggaran Ketidakefsienan (monitoring, evaluasi ingga pelaporan, yang yang Tidak | Sub Bagian Umum dan | Februari s/d okiober
Penyelenggaraan Rapat Koordnasl | oordinasi dan Konsutasi SKPD Tahap Pelaksanaan | iy agministrasiimanajemen (dokumen tidak | RO0-25-13:21.017 , Internal Waktu dan Sumber Daya Dinas PMD dengan s pada Voriikas! dokumen kedangan, pencatatan | Tidak Optimal Optimal Kepegawaian
lan Konsultasi lengkap, dana tidak sesuai, potensi program kerja pemerintah daerah sPJ
penyimpangan),
Pengadaan Barang Milik Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintah | Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
Sub Kegiat untuk mendukung kelancaran operasional, g
ot can Mosin | mlah Uit Peralatan dan Mesin Lannya | .y ooty ancgn | Spesiikas yang tdk seua dengan kebutunan Sub Bagian Umum dan e acoms | ntomal Aset Tidak Efekif dan biaya Dinas PHD | e s ek " g Tigak | S0 Bagian Umum dan | Februarisd otober
yang Disediakan aktual atau tidak kompatioel dengan sistem pemelinaraan tinggi Kepegawaian 2025
Lainnya o Iayanan di instansi pemerintah dan fungsi organisasi. Tidak Efekt Efeldit
; ! Prosentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pengunjung Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
ematangson | maan st
Sub Kegiatan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Kegagalan infrastruktur, bencana alam. . Informasi yang Kurang Tersebar Luas, - pengendalian inernal (SP), i .
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tahap Pelaksanaan | masalah keamanan (baik fisik maupun siber), oup Baglan umum dan Temperancar gas pokok. pelayanan PUBIK. | - nigrmay Infrastruktur yang Kurang Optimal dan Dinas PID | Penvelenggara josa komunikasi wallo memiki o a2 an | 1@ kelola dan tantangan | 20b B0gian Umum dan | Januari 6 hovember
Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan kendala regulasi peg Beban biaya operasiomal P! legal Toguiael yang ko mgm ok |reguiasi yang kompleks di peg
di sektor-seklor sektor-sektor
memenchi kebutuhan administrasi rutn,
Sub Kegiatan : Jumiah Laporan Penyediaan Jasa ’ . @ : y ’ ol dentfikasi . ;
Sub Keglatar e teeoryang | Tahap Pelksanaan | <eidakakuratan Perencanaan dan Pengeloiaan Sub Bagian Umumdan | mengganti barang rusakihabis, serta ol Gangguan Alur Kerja peralatan tidak DS PID | e e o oo e 12| e Koctuban | Kooy 4o 25! Sub Bagian Uum dan | Februari sd oktober
Perlengkapan Kantor Disediakan Stok Kepegawalan mendukung efslensl kerfa agar target memadai Kits terlebin dahulu. yang Tidak Akurat | Akurat Kepegawalan 2025
kap: organisasitercapal dengan baik dan efsien.
risiko operasional (kerusakan sistem,
Fosaaran SO oorambaianpembayran mmasthan asa adrinsas ekantra seprt Honcarium
Sub Kegiata Jumiah Laporan Penyediaan Jasa tagihan istriairftelepon).risko keuangan memperiancar operasional dan adminisirasi tenaga honorer, konsumsi rapat, dan jasa penujang) berjalan
(terlambatnya pencairan anggaran tunjangan Sub Bagian Umum dan inefisiensi, kurangnya profesionalisme, p ] Kelemahan Sistem dan |Kelemahan Sistem dan | Sub Bagian Umum dan | Januarisid Desember
Pemcciaan Jasa Pelayananan Umum_ | Pelayanan Urom Kentoryang Tahap Pelaksanaan menyediakan fasiitas | Internal Dinas PMD  |efekif, efsien, dan sesuai aturan, mencakp pengawasan
kinerja, rsiko regulasi (perubahan aturan), dan birokrasi yang berbelit Prosedur Prosedur Kepegawaian 2025
Disediakan dan tenaga pendukung kinerja petugas, pengelolaan keluhan, evaluasi ruin, hingga
fisiko pasokan (kekurangan enerapan sistem SPIP untuk mengurangi risiko
ATKiperlengkapan), hingga risiko teknologi penerap: ngurang!
(keamanan siber)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik|
Penuniang Urusan Pameriniah _Darsh Panunjang Urusan Pamorinah
Daerah
minimnya transparansi,
elat
Sub Kegiatan : Ketidaktepatan administrasi, potensi ) y y
Bemastn o Pemeiarsan, Biaya o Kendaran Prorangan Dinas o gt oy oo ot Uy | raan st pondangunan st rondaron s K Acan Ko (00 g st oo newitad | s oon | orot ot
oo ke (s kongoaon o ommsong” | Tabp Plksaraan | togn skl oo oo oo U ol bl pomerman,momasikan |y e e | vt frvey o o9 e, it
P oo o kst [Betorsson o e s (o) g o = cporaens o cpimal aman, per e misiolicibies gl gt |00
Dinas Jabatan hukum dan sanksi serta potensi mark-up | potensi mark-up harga atau
harga atau pengadaan | pengadaan fiktf
it
proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga
Sub Keglatan mencakup servis ruti, penggantian suku pertanggungjawaban keuangan, melibatkan Bendahara
Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas
Penyodiaan Jasa Pomelharaan, Biaya [ 117150 KT Perorangan Dinee ketidakoptimalan pengelolaan aset, potensi Sub Bagian Unum dan | 3981, 0l BB, hingga pengurusan iy Porawatan Tinggiyong Tidak Pengeluaran, PPK-PD, dan Pengguna Anggaran, dengan | Kurangnya ransparansi o S pen i gan | danuarlsd odober
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Tahap Pelaksanaan | penyalahgunaan anggaran, keterlambatan STNKIKir agar kendaraan selalu siap pakai | Ineral Dinas PMD | memastikan dokumen lengkap, pembayaran tepatsesuai | kontrol, dan
Lapangan yang Dipsiihara dan Kepegawaian Terencana kontrol, dan akuntabiltas | Kepegawaian 2025
Kendaraan Dinas Operasional atau perpanjangan dokumen, biaya membengkak untuk pelayanan publik dan pengawasan jadwal yang benar, dan
dibayarkan Pajaknya
Lapangan apangan sesuai peraturan. pelaporan yang akuntabel (SPJ) sesuai peraturan uniuk
menjamin efisensi dan kepatuhan hukum.
etiadaan jadwal
Sub Kegiatan :  Jumlan Peralatan dan Mesin Lainn; mencakup aspek kesslamatan pekerja, Sub Bagian Uum dan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori K it tematis yang bertujuan provent [‘eladeanjadual o nalsen Bagian Umumdan | Februarisi okiober
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin va Tahap Pelaksanaan | kerusakan finansial, dan dampak tama, yang mencakup faktor teknis, Internal Biaya Perbaikan Darurat yang Tinggi Dinas PMD untuk menjaga aset tetap berfungsi optimal, : P yang
" yang Dipelinara Kepegawaian Sistematis, penganggaran | Kepegawaian 2025
Lainnya operasionalingkungan. operasional, dan lingkungan Jang
yang tidak sesuai kebutuhan
lidak sesua kebutuhan
s o okt B e SRS O —
Semelnaraan, Rahabitas Gadung | 4mIah Gecng Kartordan Bangunan Tahap Pelaksanaan | inansial (biaya mambengkak, penurunan il Sub Bagian Umum dan | maningkatkan fungsi serta kenyamanan, Internal Risiko Keselamatan, Kesehatan dan, Dinas PMD | anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang| Sub Bagian Umum dan Apr25

Kantor dan Bangunan lainnya

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

aset), operasional (gangguan layanan), dan
hukumikepatuhan (denda, masalah sanksi)
akibat kelalaian

Kepegawaian

bertujuan menjaga keamanan penghuni,
memperpanjang umur bangunan

Penurunan Kualitas Pelayanan Publik

pemeliharaanirehabilitasi berdasarkan kondisi fisik bangunan.

yang Terstruktur

Terstruktur

Kepegawaian

Penyelenggaraan Penataan Desa

Jumlah Desa yang ditata sesuai
dengan peraturan perundangan




Jumiah Desa yang Terfasilitasi Penataan

Penyusunan peraturan,
pemetaan wilayah,
integrasi dalam
perencanaan tata ruang,

Penyusunan peraturan,
pemetaan wilayah,
penyusunan rencana tata.

Bidang Pemerintahan

egiatan :
Bt ayah Dosa Winyahrys Tahap pelaksanaan | Tidak Teridenifikasi Batas Desa yang Valid Bidang Pemerintahan Desa | Tidak Dianggarkan Internal Sengketa Tanah Wilayah Desa Pemerintah Desa | Menggunakan C Desa aau Peiok penamasanteint | ning Do TRIBULAN IV
PP " | dan evaluasi yang
peningkatan kapasitas.
berkelanjutan
aparaur, serta
pemanfatan teknologi
Kapasitas aparatur
desa, kurangnya Penyusunan peraturan yang
: las, peningkatan kapasitas
Jumiah Desa yang Terfasilitasi Penataan pengawasan. el
Sub K Hilangnya Rasa Cinta kepada Budaya ketidaksesuaian aparatur desa, pengawasan |Bidang Pemerinizhan
B B san Kewenangan Desa | <e#enangannya Tahap pelaksanaan | Lunturnya Budaya Lokal Bidang Pemerintahan Desa | Tergerus Budaya Asing Internal [hanonya Rase Pemerintah Desa | Melestarikan Budaya Lokal yang ada e | moaeais it Do TRIBULAN IV
sumber daya, dan masyarakat, dan
kurangnya partisipasi | pemanfaatan teknologi
masyarakat
Ketidaksesuaian nama
dan kode desa dengan | Memperbaiki prosedur
regulasi, kurangnya iministrasi, meningkatkan
b Kegiatan : Jumia Desa yang Terfasitasi Ketidaksesuaian administrasi, duplikasi data, SDM yang kurang menahani aurn, f:“;‘:;':"::'::""::"":n:’:f:f‘m"s‘ koordinasi s
Fasit '9'P fan : dan Kode D Ponamaan daﬁ;e Deen Tahap pelaksanaan | koordinasi lemah, pelanggaran regulasi, dan Bidang Desa Internal songkela hukum, dan mew'l’m" Pemerintah Desa | Mengikuti Ketentuan Pemerintah Daerah . serta Desa"g TRIBULAN IV
asilitasi Penamaan dan Kode Desa rendahnya akuntabil sk lengkap, s monloing yang ide 9 va partsipasi
akuntabiltas
partisipasi masyarakat, | masyarakat dalam
serta kesalal pengambilan keputusan
administrasi
anggaran
emeliharaan belum | Pengalokasian anggaran
Sub Kegiatan Jumiah Saana dn Praserana Desa 1909 | 1 eigsanaan 321208 92 prasaana desa daam konds g e e ber | KUrananya pemelinaraan sarana dan ermal Sarana dan prasarana sk memadai | 0°S8/Pemerinah (oo iharaan telah dilskuk P o ot unluk pemelinaraan atau | 24200 Pengelolaan + Buian
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | terfasiltas P kurang baik b S - pri L Daerah engalokasian anggaran pemeliharaan telah dilakukan | memadai untul pembangunan sarana dan | g i Asel
aya Desa memenuhi kebutuhan | prasarana desa umber Daya Desa
sarana dan prasarana
desa
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | omion Kerjasama Dosa yang di
b Kegiatan : Bidang Pemberdayaan . ’ . i Bidang Pemberdayaan
FasiasiKerja Sama Antar Desa [ yerer, DOKUMen Kerfa SamaAntar Desa | popap pojasgnan | (oK Tereapainya Kesepakatan Keria Usaha Ekonomi Masyarakat | Perbedaan Kepentingan atau Visi Antar Desa | - Internal Cotonsi Ekonomi Desa Tidak Terkelola | pomerinan Desa | Adanya koordinasi antar desa yang bekeria sama orja sama antar desa | Koordinast anar desa¥ang |y Januari - Desember
dalam Kabupaten/Kota P ama Antar Desa Desa P! "o i Masyarakat Desa
Sub Keglata
Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa . . Bidang Pemberdayaan . ’ kerja sama antar desa | Koordinasi antar desa Bidang Pemberdayaan
:::“gs‘Pﬁ‘;’fK;a": ? Jotar Desa | dongan Pinak Koliga dalam Tahap Pelaksanaan | 192k Terbeniuknye Kerjasama Antar Dosa Usaha Ekonomi Masyarakat | Tidak Ada Kesepakatan Antar Pihak Internal Cotons! Ekonomi Desa Tidak Terkelola | pomerintan Desa | Adanya koordinasi antar desa dengan pinak ketiga dengan pihak ketiga | dengan pihak ketiga yang | Usaha Ekonomi Januari - Desember
o o Kabupaten/Kota "9 o Desa P kurang maksimal bekerja sama Masyarakat Desa
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen Hasil Fasiltasi Sudah tidak ada
Fasiltasi Pombangunan Kawasan | porbangunan Kawasan Perdesaan anggaran - - - - - - - - -
desaan
Pembinaan dan Pengawasan Jumiah Desa yang di bina dan diawsi
e falam
Pemerintahan Desa Pamerintahan Dose
Sub Kegiatan : Menghambat pemerintahan desa, merugikan Som. eningkatan SDM, penertiban evaluasi esalahan
. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan : "’ ’ . aturan, minimnya pengawasan, sarana yang pelayanan, kevangan, pembangunan, . Bidang Pemerintahan
Fesitas Penyolonggaraan Tahap Plsksanssn | mesyarat dan dapat menimbulan anks Bidang Pemeriniahan Desa | CAAtD, T IYA P een, e Yo | Intemal [rethiorimeatluitgouis Pemerintah Desa | teknolog, pengawasan yang kuat, serta disiplin dan pemanioon k. agartata | Dot TRIBULAN v
- integritas aparatur desa. dapat menimbulkan sanksi hukum. transparansi kerja. kelola desa berjalan
ransparansi aparatur
Pl efektif dan akuntabel
Sub Kegiat: Melakukan Monitoring dan
Fesiias Penyssunan Produk Hulum | 4lah Dokumen Hasil Penyustnan Tahap Pelaksanaan | Ketidakpastian Program yang ada di Desa Bidang Pemerintahan Desa | Tidak ada Dasar Hukum yang mendasar Internal | Akan terjadi Penyimpangan Pemerintah Desa | Musyawarah Desa Pembinaan Terkait |\ o voran Desaterkait | 219209 Pemerintahan TRIBULAN IV
Produk Hukum Desa Produk Hukum Desa | =¥ areh Desa e Desa
1. Desa tidak bisa mengajukan Belum tersedia Perbub | 1. Menerbitkan Perbub
penyaluran dana transfer
sebagai pedoman teknis| tentang penyusunan
Sub Kegiats Bidang Pengelolaan dan monitori BDesa Bidang Pengelolaan
g Pemsu“an perencanaan | Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Tahap Pelaksanaan | APBIDesa tidak tapat waktu Koummban Acet dam Sumber | T8k terjadi kesepakalan ariara BPD dan termal 2. Pembangunan tidak bisa Desa/ Pemerintah | Pembinaan dan koordinasi penyusunan APBDesa telah Pk romeiching b 3bulan
Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa dilaksanakan Daerah dilakukan melalui camat.
Pembangunan Des: Daya Desa penyusunan A 2. Melakukan monitoring | Sumber Daya Desa
belum terstrukturitepat | perkembangan penyusunan
3. Sitap Kades dan perangkat tidak bisa| oo ikl v
dicairkan
Pemahaman operator | Diadakan sosialisasi atau
N Bidang Pengelolaan Bidang Pengelolaan
jatan : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan SDM yang ada kurang menguasai dalam Keterlambatan pelaporan berbasis Desa  Pemerintah belum meraa sfingga polathan kemampuan
Tahap Pelaksanaan | Keterbatasan tenaga ahii operator di desa Keuangan, Ase dan Sumber e Internal T ik Keuangan, Ase dan 1 tahun
Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa |Desa Daya Desh pengoperasian komputer atau apiikasi aplikasi Daerah mengoperas o Do
Mengidentifiasi dan
enutup celah-celah ini
Menurunnya kinerja aparatur, rendahnya S3ngal pening 298 | kualtas kinerja aparatur
Sub Kegiatan : Jumiah Aparatur Pemerintah Desa yang Kegagalan dalam proses dan hasil pembinaan Faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber kualitas pelayanan pubik, lemahnya tata Pembinaan yang aplikatif, pendampingan dan motivasi Dol efekt, desa melalui standarisasi [
Pembinaan Peningkatan Kapasitas [ Mengikuti Pembinaan Peningkatan Tahap Pelaksanaan | yang dapat berdampak langsung pada kualitas Bidang Pemerintahan Desa | daya manusia, anggaran, serta aspek sosial | Internal kelola desa, serta meningkatnya risiko | Pemerintah Desa | aparatur, alokasi anggaran memadai, serta mekanisme e atian kompetensi, pelatihan rutin, | 5.5%9 TRIBULAN IV
Aparatur Pemerintah Desa Kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan politi konflik dan ketidakpercayaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan o anal anaratur, | Pendampingan, penggunazn
masyarakat P P teknologi, evaluasi kinerja,
dan mendukung
dan penghargaan
tercapainya tjuan
pembangunan desa
Standar formt, .
. Menetapkan jadwal, format
Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan checkiist dokumen, dan
Sub Kegiatan : Musyawarah Desa tidak teriaksana sesuai Bidang Pengelolaan > " Dokumen/keputusan Musdes tidak ; . ; oK ok an checkist dokumen | Bidang Pengelolaan
Fasiltasi Jumiah Laporan Faslitas! Tahap Pelaksanaan | ketentuan dan/atau laporan fasitasi Kouangan, Aset dan Sumber | Misdes iak memada)serla kepatuhan | Internal lengkap dan capaian indikator jumiah | 052 {Pemerintah | Fermbinaan. pendampingan, dan koordinasipelaksanaan O | Musdes, sorta melakuikan | Keuangan, Asot dan 1 bulan
Desa lengkap Daya Desa ecorta dosn I laporan fasiltasi tidak tercapal. P Sohnaga aporan soring | MONoring dan verifkasi | Sumber Daya Desa
tidak lengkaplerlampat,|'2POran sebelum disahkan.
Jadwal dan kiteria | Menetapkan jadwal dan
b Kegiatan : ; ; Evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa Bidang Pengelolaan ; ’ Perdes berpotensi tidak sesuai . . Por v svhesi bom |t vl s Bidang Pengelolaan
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan | emior DOKUMOn Hash Evaluasi dan Tahap Pelaksanaan | terlambatiidak lengkap sehingga dokumen Kouangan, Aset dan Sumber |"eryampaan dokumon Perdes dar desa Internal Ketentuan dan indikator dokumen hasil | 052 {Pemerintah | Koordinasi pembinaan dan pelaksanaan evaluasi Perdes 1ah |, sohingga proses monitor penyampaian | Keuangan, Asel dan 1 bulan
Desa 9 hasil evaluasi tidak terpenuh. Desa P g evaluasi tidak tercapa, - o dokmentad sering | Ferdos o peryusunan | Sumber Daya Dosa
tertambat Gokumen hasil evaluasi
Sub Kegiatan Kurangnya Pemahaman
e Pemberdayasn Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa tidak berjalan Bidang Pemberdayaan Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi potensi usaha ekonomi masyarakat Pemerintah Desa bawal (sl | Bidang Pemberdayaan
e Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Tahap Pelaksanaan ngembang: L Usaha Ekonomi Masyarakat | serta rendahnya pemahaman pengelola Internal yar Pemerintah Desa | Koordinasi dan komunikasi dengan pengelola BUMDesa pentingnya peningkatan Usaha mi Januari - Desember
BUMDesa dan Lembaga Kera Sama | F o7 o o optimal pariviy i na idak terkelola secara maksimal B o dengan pengelola BUMDesa| o
v erja Sama antar Desa esa terhadap pengembangan usat melalui tasyarakat Desa
pengelolaan BUMDesa
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan o Apabila salah satu pihak calon Kepala
Penyelenggaraan Pemilihan, Pemilnan, Pengangtatan sen Tahap Pelaksanaan | TEfdinya Penunjukan PJ dari PNS dan Juga Bidang Desa termal Doas yarg ik o, s pemerintah Desa | KePala Desa Terpilih Harus merangkul semua warga termask | Merangkul semua Pembinsen ahacep Kapaa| EXlg Fomrinstin TRIBULAN IV

Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa

Pemberhentian Kepala Desa

Pitdari Perangkat Desa

Tidak Hormat

mengoreksi kinerja Kades terpilin

pendukung yang tidak terpiih

Tokoh Masyarakat




‘Standarisasi prosedur
dan laporan, penguatan

tertib, tepat waktu, dan
sesuai ketentuan melalui

embinaan kecamatan, | SOP yand jeas.
Sub Kegiatan : Ketidakvalidan data, sengkea adminisirasi, Ketidaktertiban administrasi, potensi penin hatn apasis peningkatan kapasitas
ub Kegiatan : Jumiah Laporan Fasilitasi Pengangkatan Ketidaklengkapan administrasi, ketidakpatuhan . seng) - masalah hukum, menurunnya kinerja Standarisasi laporan, penguatan koordinasi, peningkatan peningl P aparatur, verifikasi Bidang Pemerintahan
Fasiltasi Tahap Pelaksanaan - : Bidang Pemerintahan Desa | serta menurunnya akunabiltas dan Internal o Pemeriniah Desa . aparatur o s TRIBULAN vV
B st esa dan Per regulasi, dan rendahnya capaian kinerja pristisgeiit instansi, kelidakakuratan dala, serla kapasitas aparatur, dan monitoring berkala iy kel erienjang, serla monitoring |Desa
turunnya kepercayaan masyarakat monloning berkaia. | berkelanjutan, sehingga
e ang | fisiko administrasi, hukum,
PEIapOraNYaNg | on inerja dapat
terio
diminimalkan
memastikan Profi Desa
Akdbat SDM terbatas, | o, lengkap, mutakhir,
Perencanaan dan pengambilan pendampingan dan | 421 gapat dipakai sebagai
SDM terbatas, pendampingan kurang, data koordinasi lemah,
Data tidak valid, perencanaan desa tidak tepat, keputusan desa menjadi lidak efekii, dasar perencanaan seria
Sub Kegiata Jumlah Dokumen Profi Desa yang tidak tersedia dengan baik, koordinasi lemah, Standarisasi, pendampingan, koordinasi, pemanfaatan teknologi kurang Bidang Pemerintahan
Tahap Pelaksanaan | dan menurunnya kualias tata kelola Bidang Pemeriniahan Desa Internal walitas dokumen rendah, serla Pemeriniah Desa pengambilan keputusan, TRIBULAN IV
Fasilias Penyssunan Profi Desa [ traueun rta pengawasan dan pemanfaaian teknologi teknologi, monitoring, dan transparansi dimanfaakan, Desa
pemeriniahan desa menurunnya akuniabiltas dan melalui SOP, pelatinan,
yang belum optimal monitoring tidak rutin,
kepercayaan masyarakal g e koordinasi, teknologi,
per monitoring, dan
Fondoh
ransparansi.
Bidang Pengelolaan Data aset desa belum Bidang Pengelolaan
Sub Kegiata Jumiah Dokumen Hasil fasltasi Tahap Pelaksanaan | Aset desa yang belum terinventarisir Keuangan, Aset dan Sumber | Data mengenai Aset desa lidak ada Internal Pemanfaatan dan pengelolaan aset Desal Pemerintah | b1 ataan aset desa telah dilakukan. belum tdesa |Keuangan, Asel dan 1 bulan
Faslias Pengeioaan Aset Desa Pengelolaan Aset Desa desa menjadi tidak transparan Daerah
Daya Desa diperbarui Sumber Daya Desa
Perencanaan kurang
Perencanaan yang tidak tepat, metode legisiasi atang, pelsksoroan
Sub Keglatan Kegagalan dalam proses peningkatan poltnanyang kuran alkat s dan e et tta sk sepr Gunakan metode
Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti kapasitas BPD yang dapat menurunkan kualitas . | rond e o i oorowssan | pompolsran splkatf Bidang Pomritanan
Pembinazn Peningan apaios Pembinaan Peningkatan Kapasitas Tehap Pelaksanaan | fungsi pengawasan, legisasi, dan representasi Bidang Desa | roatasan angoarenagias kurangrya | 7™ Koloia desa, berkutangrya akunlabiltas. | Pemeriniah Desa | apikati monitring d";”&f:“ eguasipendukung. st |3 s, | Dote TRIBULAN IV
9gota masyarakat desa. monitoring, serta pengaruh politk atau konflik o maar e monitoring lemah, dan | simulasi rapat BPD)
internal partsip Y dukungan kelembagaan
idak konsisten
Anaisis penyebab, |identifikasi penyebab
peningkaan koordinasi, | kegagalan, peningkatan
penyempurnaan koordinasi,revisi prosedur,
Sub Kegiatan : Jumiah Dokumen Hasil Evaluasi prosedur, peningkatan | pelatihan aparatur,
Fasiltasi Evaluasi esa sertaLomba Desa | Tahap Pelaksanaan | Mengganggu atau Menghambat Pelayanan di Bidang Pemerintahan Desa | Agenda Tahunan dan Program dari Provinsi | - Internal Kurang tertionya Administrasi di Desa | porcriyan Desa | Salah Satu Syarat Penentu Status Desa kapasitas aparalur, | penerapan teknologi, Bidang Pemerinizhan TRIBULAN IV
Desa dan Kurangnya Disiplin Perangkat Desa Desa
Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan| dan Kelurahan penerapan teknologi, | pengelolaan anggaran yang
pengelolaan sumber [ baik, serta peningkatan
daya yang baik, serla | ransparansi dan partisipasi
evaluasi masyarakat
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lombaga Adat Tingkat Dacrah | 121 pengembangan Kegiatan
Kabupaten/Kota serta Berbasis Kelembagaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Hukum o 4
Adat yang Masyarakat Pelakunya
Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : ; ) s ; - tidak terakomodirmya
Fasiliasi Penalaan, Pemberdayaan | hemior Dokumen Hash Penataan, T o fegialan dak trakomod secara penuh pembiayaan
Gon Pondayogunaan Kolombagean | embardaysan dan Pencayaguneen Tenara Manunggel Masuk D b I , - ek trakomodimya | prasaran st Prtast o
elembagaan Lembaga Kemasyarakatan terpenuhi secara maksimal idang Partisipasi dan sarana dan prasarana yang belum . secara penut " idang Partisipasi dan
B e Pk DesalKelurahan (RT, RW, PKK, Tahap Pelaksanaan Masyarakat fiskal daorah Internal {erakomodi pembiayaannya ditanggung | e enan Desa dan | mengalukan usulan penambahan anggaran pada APED pembiayaan sarana dan | S0"emMal TMMD Kelembagaan Masyarakat | Juni - Agustus
Penatoun o Karamg Taruna), | Posyandu. LPM, dan Karang Taruna), - Adanya kebutuhan sarana dan prasarana Desa oleh pemerintah desa lokus TMMD 9 prasarana soremorial | | oL esa
o 9 " |Lembaga Adat DesalKelurahan dan TMMD yang belum terakomodir dalam o) o3l
Lembaga Adat DesalKelurahan dan | |7>29% /det, Desariel g penambahan anggaran
Masyarakat Hukum Adat Y pembiayaannya pada APBD Perubahan
Sub Kegiat:
Penmka«an Kepasitas Kelombagaan. |Jumiah Lembaga - Keterlambatan pengajuan administrasi sombinaan dan
D ®T, kelongkapan registrasi Posyandu
mashadanadesa |pandampigan ke sen | .
Dosaiiussnan (RT . PKK. RO, PRK. Posyndu, Lt don . . i - hanya beberapa desa yang baru . . Bidang Partisipasi dan
Posyandu, LPM, dan Karang Karang  Taruna), Tahap Pelaksanaan |- Pelaksanaan registrasi Posyandu 6 SPM ke Bdang Pertsiasiombaga | Kurang oplmanya SOM perangkal di gkal | - jyerng) mongajukan permohonan regisrasi ko | Dinas PMD Lamongan | Yo oaan dan pendampingan ko sourun 40sa df Kabupalen | vang belum memahami | desa ol Kabupate Kelembagaan Masyarakat | Januar - Desember
Taruna), Lembaga i esaoloanan dan Masyarakat Kementeran Dalam Neger, adanya Kementerian Diam Negeri 9 P 4 Iuichideind K stasi | P
DesalKelurahan dan Masyarakat Hukum keterlambatan karena kurang optimalnya SOM vty
Hukum yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pemerintah Desa ¥
Adat
Sub Kegiat: Juriah Doumen Hesl Fssitst
Fasiias Pangornb sogan  Usaha|Pengembangen Ussha Ekono Bidang Pemberdy s ; . Bidang Pemberdayaan
onar syt Wasyrakal dan Pomriiah Dosa Tahap Pelaksanaan | Tidak Terbenuknya Pengombangan BUMDes sana Ercnom Masyarakat | Toak Adarya Montoring dan Evaluas el Polensiusafa skonomi masyarakat | Bumdosa dan | ykan Koordiasi & Komunikasi R notan e Bunpsa  |Usaha Ekonami Janusr - Desamber
Pemerintah ~ Des Galam Meningkatkan Pendapatan Asii Masyarakat Desa
Neningkatian Pondapatan AsliDosa | Desa
Pelaksanaan
Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bidang Pengelolaan sosialisasi belum Mengadakan kegiatan Bidang Pengelolaan
Fasiltasi Pemerintah Desa dalam | Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tahap Pelaksanaan | TTG tidak termanfaatkan dengan baik Keuangan, Aset dan Sumber | Minimnya TTG di perdesaan Internal Pemanfaslan TTG diperdesaan idak | - Desa pemerintah | Sosiaisasi teknologi tepal guna telah daksanakan secard | njangiau seluruh | sosialsasi Teknologi Tepat. | Keuangan, Aset dan Juli - September
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Teknologi Tepat Guna Desa desa dan belum guna di perdesaan umber Daya Desa
terjadwal secara rutin,
- tdak optimainya desa yang mewakil
Sub Kegiatan : Pemerintah Kabupalen Lamongan uniuk pencapaian prestasi | memberikan pembinaan dan
e i Bhaki Gotong | Jumiah Laporan Hasil Fasilasi Buian mengikuli periombaan BBGRM Sidang Parisipasi Lembaga pencapaian prestasi pemeriniah memberikan pembinaan dan motivasi kepada desa yang pemerintah Kabupaten | molivasi kepada desa yang  |Bidang Partisipasi dan
"9 | Bhakti Tahap Pelaksanaan "o P 292 | keterbatasan fiskal daerah Internal Kabupaten Lamongan belum optimal di | Dinas PMD Lamongan | ditunjuk sebagai perwakilan Kabupaten Lamongan dalam Lamongan belum ditunjuk sebagai perwakilan | Kelembagaan Masyarakat Mei - Juni
Royong Kemasyarakatan Desa
oy Gotong Royong Masyarakat - kelidak adanya fasiltasi anggaran yang perlombaan BEGRM perlombaan BBGRM optimal di perlombaan | Kabupaten Lamongan esa
ves mendukung pemerintah desa uniuk mengikui BBGRM dalam periombaan BBGRM
perlombaan Bulan Bhakii Gotong Royong
Koordinasi yang lebih
baik antara desa dan
Jumiah  Dokumen  Hasil pemerintah darah, | caunan aparat desa,
Sub Kegiatan P i apare s, | koordinasi dengan pinak
Fasiltasi  Penyelenggaraan Fenyolonggaraan Ketentram Tahap Pelaksanaan | <Urengnya Rasa aman dan nyaman Masyarakat Bidang Pemeriniahan Desa | S¢7nd teradi Konfk. kerusuhan dan marakyal o Mengganggu Aklivitas sehari-hari pemerintah Desa | Menghidupkan SISKAMPLING i tiap Dusun dan oo amanan, pengawasan | Bidang Pemerintahan Jul- Septomber
di Desa Kasus pencurian anca INVIAS Keglatan masarskal hingga Desa
Kelertsndan Prindungan Masyarat rakat, serta
Perlindungan Masyarakal Desa penyediaan salur
S ersavan an engaduan yang serspran
engaduan yang pengaduan
ransparan dan efekiif
atan+ Juriah Dokumen sk Essiss Tin
dalam Penyelonggaraan  Gerakan |PMClenggeraan  Gorakan Tahap Pelaksanaan '9an b K o e e 00 Internal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Dinas PMD Lamongan 9 " "9 o kegiatan wal Masyarakat | Januari - Desember
Keonepoan, Masyz" ~ menyesuaikan dengan kegiatan Ketua Tim 4 P g dengan perencanaan mundur dari perercanaan yang g sudeh |Dosa
Kesejahteraan Keluarga J ve o perencanaan ditetapkan

Keluarga

Penggerak PKK Kabupaten Lamongan




Lamongan,  Desember 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Kabupaten Lamongan
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